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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, yang mana iuran yang masuk ke 

kas negara tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. Secara 

lengkapnya definisi pajak dijelaskan menurut UU nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yakni Pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pajak sendiri memiliki kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara 

nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 

lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Penerimaan pajak berasal dari 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan, 

pajak, maupun pajak-pajak lainnya. 

Berbagai kebijakan dalam bentuk ektensifikasi dan intensifikasi telah 

dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari 

sektor fiskal. Ekstensifikasi ditempuh dengan mencari wajib pajak yang baru. 



Potensi pajak sebenarnya masih sangat besar. Upaya intensifikasi dapat 

ditempuh melaui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima 

terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada para wajib pajak, pengawasan 

administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penengakan 

hukum. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-

pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak. 

Sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan sejak tahun 1983 

dari Official Assessment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment 

System merupakan suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercaya penuh 

kepada wajib pajak sehingga mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, sehingga menuntut pihak - 

pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan 

(Resmi, 2016). 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yakni fiskus, sesuai 

dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaan, pelayanan, 

pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban 

perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Self Assessment System memungkinkan potensi 

adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan 

baik akibat dari kelalaian, kesenjangan atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak 

atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang 

aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya. 



Self Assessment System ini dapat berjalan secara efektif melalui 

keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum yang merupakan hal yang paling 

utama. Kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk 

menghitung sendiri pajak terutangnya haruslah diimbangi dengan upaya 

penengakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan 

dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. 

Menurut Mardiasmo (2011), Pemeriksaan merupakan serangkaian 

kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.03/2013 yang telah mengalami perubahan dan penyempurnaan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi : 

“Pemeriksaan adalah kegiatan yang menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/atau bukti yang bertujuan secara Profesional 

dan standar untuk pemeriksaan yang tepat dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. 

 

Pemeriksaan sendiri memiliki tujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lainnya. Pemeriksan kepatuhan 

harus dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan restitusi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP, didalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Pasal 4 menyatakan 



bahwa, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan selain adanya permohonan restitusi 

dari wajib pajak, juga penyampaian SPT lebih bayar, kemudian menyampaikan 

SPT yang menyatakan rugi, wajib pajak yang melakukan peleburan, likuidasi, 

pemekaran, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, 

wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena 

dilakukannya penilaian kembali Aset tetap, wajib pajak tidak menyampaikan SPT 

atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan 

dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan 

analisis risiko.  

Sedangkan pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan untuk memberikan 

NPWP secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi, penghapusan 

NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi, pengukuhan atau pencabutan 

pengukuhan pengusaha pengusaha kena pajak selain yang dilakukan berdasarkan 

verifikasi, wajib pajak yang mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna 

penyusunan norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data dan/atau alat 

keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu 

atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, pemeriksaan dalam rangka 

penagihan pajak, sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau 

memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak 

berganda (www.ortax.org). 

Wajib pajak, sering disingkat dengan sebutan WP merupakan orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-udangan 

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kewajiban 

http://www.ortax.org/


perpajakan antara wajib pajak pribadi dengan wajib pajak badan secara garis besar 

adalah sama, dimana setiap wajib pajak ditekankan untuk mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak guna memperoleh NPWP, hanya saja kewajiban pajak 

penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak  Badan berbeda.  

Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban pepajakan yang berkaitan 

dengan PPh Pasal 21 sehubungan dengan penghasilan yang diperoleh, sedangkan 

untuk Wajib Pajak Badan terbilang lebih komplek dengan kewajiban perpajakan 

yang dimiliki yaitu dimulai dari PPh Pasal 21 pemotongan atas penghasilan 

pekerja, PPh Pasal 22 pemungutan pajak yang berkaitan dengan kegiatan di 

bidang impor atau ekspor barang yang tergolong mewah, PPh Pasal 23 

pemungutan pajak sehubungan dengan transaksi yang meliputi deviden, royalti, 

bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lainnya terkait penggunaan 

aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa, kemudian PPh Pasal 24 yang 

merupakan pajak terutang di luar negeri atas penghasilan yag diperoleh dari luar 

negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas 

seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri, PPh Pasal 25 merupakan angsuran 

pajak terutang yang dikurang PPh yang dipotong serta PPh yang dibayar atau 

terhutang diluar negeri yang boleh dikreditkan, PPh Pasal 26 merupakan pajak 

yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima 

oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. PPh 

Pasal 29 yang merupakan nilai lebih pajak terhutang terjadi jika pajak terutang 

suatu perusahaan dalam satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang 



telah dipotong atau dipunggut oleh pihak lain atau disetor sendiri 

(http://www.online-pajak.com). 

Berdasarkan hal tersebut wajib pajak badan dengan kewajiban 

perpajakan yang lebih kompleks menjadi lebih berpotensi untuk cenderung 

meminimalisir beban pajak dan memperlambat pembayaran pajaknya 

(https://tanyapajak1.wordpress.com). Kegiatan dalam hal melakukan pemeriksaan 

disebutkan bahwasanya tidak semua wajib pajak dalam hal ini wajib pajak badan 

akan dilakukan pemeriksaan.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaui surat 

edaran Nomor SE-15/PJ/2018 yang berisikan tentang kebijakan pemeriksaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Melalui surat edaran 

ini juga DJP menetapkan Kriteria Wajib Pajak yang menjadi prioritas penggalian, 

dimana adanya indikasi tax gap yang tinggi, indikasi modus ketidak patuhan, 

identifikasi nilai potensi pajak, dan pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak 

(http://ekonomi.kompas.com/). Jika dikaitkan dengan kriteria yang ditetapkan 

oleh DJP tersebut, dengan demikian maka ada faktor-faktor penyebab yang sesuai 

dengan kriteria DJP untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak tersebut. 

Palembang sendiri merupakan Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang 

termasuk kedalam kota terbesar kedua di Sumatera Setelah Medan. Kota 

Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km2 lokasi yang strategis menjadikan 

palembang sebagai ladang industri dan perdagangan (https://id.m.wikipedia.org). 

 

http://www.online-pajak.com/
https://tanyapajak1.wordpress.com/tag/pemeriksaan-pajak/
http://ekonomi.kompas.com/
https://id.m.wikipedia.org/


Meskipun demikian, berdasarkan catatan yang diperoleh DJP, seperti 

yang disampaikan oleh kanwil DJP Sumsel Babel, Bapak Ibrahim yang 

mengatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak tahun 2017 terbesar diperoleh 

dari PPN dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebesar 39% dan 19%. Beliau juga 

menambahkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan 

menunjukkan angka 76,16% sementara angka kepatuhan Badan dan kepatuhan 

Wajib Pajak objek non karyawan hanya sebesar 59,03% dari jumlah keseluruhan 

wajib pajak yang menyampaikan SPT yaitu sebesar 510.000 

(palembang.tribunnews.com). 

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak di kota Palembang 

menunjukan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan melaporkan SPT 

selama 3 tahun terakhir sebagai berikut : 

Tabel 1.1. 

Jumlah Wajib Pajak Badan di Kota Palembang 

Tahun KPP Pratama Ilir 

Barat 

KPP Pratama Ilir 

Timur 

KPP Pratama 

Seberang Ulu 

2015 11.254 16.161 3.113 

2016 11.998 16.895 3.354 

2017 12.798 17.774 3.689 

2018 13.567 18.662 4.112 

Sumber : KPP Pratama Kota Palembang 

 

 

 



Tabel 1.2. 

Jumlah SPT Terlapor Wajib Pajak Badan 

Tahun KPP Pratama Ilir 

Barat 

KPP Pratama Ilir 

Timur 

KPP Pratama 

Seberang Ulu 

2015 9.241 10.815 2.879 

2016 10.147 15.987 3.137 

2017 11.846 16.893 3.488 

2018 12.684 17.911 3.956 

Sumber : KPP Pratama Kota Palembang 

 

Tabel 1.3. 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Tahun KPP Pratama Ilir 

Barat 

KPP Pratama Ilir 

Timur 

KPP Pratama 

Seberang Ulu 

2015 82% 66,9% 92,4% 

2016 84% 94,6% 93,5% 

2017 92% 95% 94,5% 

2018 93,5% 96% 96% 

 

 Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak 

badan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tergolong masih rendah 

dalam artian belum bisa mencapai angka harapan yang artinya, wajib pajak badan 

termasuk dalam kriteria prioritas penggalian atau pemeriksaan oleh petugas 

perpajakan. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis 

Faktor-Faktor Penyebab Pemeriksaan Wajib Pajak Badan di Kota 

Palembang”. 

 



1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis merumuskan masalah pokok yang ingin peneliti kaji yaitu, Faktor-Faktor 

apa saja yang menyebabkan dilakukannya pemeriksaan Wajib Pajak Badan di 

Kota Palembang. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian ini ialah, untuk menganalisis dan mengetahui 

Faktor-Faktor yang menyebabkan dilakukannya pemeriksaan Wajib Pajak Badan 

di Kota Palembang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang secara langsung terkait didalam penelitian tersebut. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memperluas literatur tentang fenomena Pemeriksaan Pajak dan juga 

sebagai salah satu sumber refrensi guna penelitian selanjutnya yang tentunya 

berkaitan juga dengan pemeriksaan pajak, terkhusus untuk pemeriksaan pada 

Wajib Pajak Badan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Guna mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya pemeriksaan 

pada Wajib Pajak Badan. Sehingga dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi 

sebagai masukan bagi Wajib Pajak dimasa yang akan datang agar dapat 



mengetahui lebih jelas penyebab dilakukannya tindakan pemeriksaan, dengan 

demikian wajib pajak dapat mempelajari, dan menerapakan hasil dari penelitian 

guna meningkatkan kepatuhan sehingga mengurangi resiko dilakukan 

pemeriksaan terkhusus untuk Wajib Pajak Badan di Kota Palembang. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dilakukan dengan menuliskan bab-bab yang 

terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab akan disusun secara sistematis sehingga 

menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Bab-bab tersebut 

antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  STUDI KEPUSTAKAAN 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang mendukung penelitian ini, 

penelitianterdahulu, dan alur pikir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, rancangan 

penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah 

dikemukakan dalam perumusan masalah. 

 



BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan memberikan kesimpulan atau analisis yang telah penulis 

lakukan pada bab sebelumnya serta keterbatasan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis serta saran yang akan diberikan kepada Wajib 

Pajak Badan sebagai Objek Pemeriksaan. 
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